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1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia. Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nornor 13 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat

~"V

a. bahwa untuk memudahkan dalam memberikan informasi

dan mengukur keberhasilan kinerja Pemerintah Kota
Bima dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis
sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sima Tahun
2018-2023, perlu menyusun Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 6 Tahun

2019 ten tang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota

Bima Tahun 2018-2023, masih terdapat kekurangan dan
belum sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)Kota Bima Tahun 2018-2023,
sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Bima Tahun 2019-2023;

WALIKOTASIMA,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

INorKATORKINERJAUTAMAPEMERINTAHKOTABIMA
TAHUN2019-2023

TENTANG

PERATURANWALIKOTASIMA

NOMOR 5 t TAHUN2019

WALIKOTASIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA SARAT

Mengingat

Menimbang



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4188);

3, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran

Negara Repu blik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 NOlTIOr82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

10. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Republik

Indonesia Nornor 5494);



11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang

Vndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik indonesia Nomor 5601);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang

Pelaporan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 46]4);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pernerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dan Jnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik indonesia Nomor 4693);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

19, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4815);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

11'\ 0/



Rencana

V
tentang

~/ ~

Peraturan DaerahRancangan

ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

24. Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor 86 Tahun 20] 7
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Eva.1uasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

23.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

18. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 604);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Si.stem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pernerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nonior PER/9/M,PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pernerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 1842).;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015



Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Pernerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur

penyelenggara Pernerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

2. Walikota adalah Walikota Bima.
3. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah

unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintaban yang
menjadi kewenangan daerah.

4. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah.

5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang
selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik
dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang
untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan
data, pengklasifikasian, pengikhtisaran , dan pelaporan

Pasal1

BABI
KETENTUANUMUM

PERATURANWAUKOTA TENTANG INDlKATOR KINERJA
UTAMAPEMERINTAHKOTABIMATABUN201.9-2023.

MEMUTUSKAN:

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nornor 1312);

25. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota

Bima Tahun 2008 Nomor91);
26. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016
Nornor ] 83, Tambahan Lernbaran Daerah Kota Bima

Nornor 88);

Menetapkan



kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka

pectanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi

pemerintah.

6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatanj'program yang

telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan

anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

7. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan
oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

8. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkao

berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan

oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian
dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang

terdiri dad sekurnpulan tindakan pengerahan sumberdaya
baik yang berupa personil, barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari

beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output)

dalam bentuk barang/jasa.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Daerah

pada masing-masing perangkat daerah sebagai bentuk
upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan

menggunakan surnber daya yang disediakan urrtuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah

Daerah dan perangkat daerah.
11. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan

dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah

direncanakan.
12. Indikator Kinerja Utama (key performance Indicator) yang

selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan
Organisasi dalam mencapai satu sasaran strategis.

13. Indikator Kinerja Utama Pernerintah Daerah, yang

selanjutnya disebut IKU Pemerintah Daerah adalah lKU
Pemerintah Kota Bima yang disusun oleh tim dan
ditetapkan oleh WalikotaBima.

14. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut IKUPD adalah lKUyang disusun oleh
perangkat daerah dan ditetapkan oleh kepala perangkat

i(/ \ V



(1) Pemerintah Daerah beserta PD di lingkungan Pemerintah Kota

.v ~ IV

Pasal4

BABIII
PEMILIHANDANPENETAPANIKU

Ruang lingkup penetapan IKUadalah Pemerintah Oaerah beserta PO
di lingkungan Pemerintah Kota Bima selaku organisasi yang

melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan menggunakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Zatau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal3

Tujuan penetapan TKU di lingkungan Pemerintah Kota Birna

adalah:
a. untuk memperoleh informasi yang penting dan diperlukan

dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan

benar; dan
b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian

tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk
perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja,

Pasal2

BABII
TUJUANDANRUANOLINOKUPPENETAPANIKU

daerah.

15. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara

nyata oleh Pemerintah Daerab /perangkat daerah dalam

rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu

tertentu yang telah direncanakan.

16. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

17. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah KotaBirna.
18. Inspektorat adaJah Inspektorat Oaerah KotaBima,

19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang

adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kota Bima.



Kinerja.

(1) [KU Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan
pembangunan daerah Kota Bima yang berisi indikator kinerja
tahunan untuk kurun waktu 2019-2023 yang merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD)KotaBima Tahun 2018-2023.

(2) IKUsebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari 16 (enam
belas) Sasaran St.rategis dan ]8 (delapan belas) Indikator

Pasa15

Bima wajib menyusun dan menetapkan lKU.

(2) IKU PD meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil
(outcome) serta merupakan komitmen ukuran pencapaian

keberhasilan dalam melaksanakan kinerja PD yang disusun
dan ditetapkan oleh PD.

(3) IKU Pemerintah Daerah merupakan indikator pengukur yang
dapat mencerminkan keberhasilan pencapaian kinerja

Pemerintah Kota Bima sesuai dengan sasaran strategis pada
rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan
oleh Walikota.

(4) Pemilihan dan penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sekurang-kurangnya mempertimbangkan:

a. keselarasan indikator antar tingkatan unit orgamsasi,
.~- sejalan dan selaras dengan indikator tingkat Pemerintah

Kota Bima;
b. dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah,

rencana strategis PD, kebijakan umum dan dokumen

strategis lainnya yang dianggap masih relevan;
c. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
d. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan

akuntabilitas kinerja;

e. kebutuhan data statistik Pernerintah Kota Bima; dan
f. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu

pengetah uan.
(5) Pemilihan dan penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang

baik dan memadai guna pengukuran kinerja suatu PD dan

memenuhi kriteria spesifik, dapat dicapai, relevan,
menggambarkan keberhasilan suatu yang diukur.



Pada saat Peraturan Walikotaini mulai berlaku, Peraturan Walikota
Bima Nomor 6 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Bima

Pasal 7

BABV
KETENTUANPENUTUP

(1) Penerapan Il\.'1JPemerintah Daerah harus direviu secara
berkala minimal dalam 1 (satu) tahun sekali untuk mengetahui
tingkat relevarisi dan efektivitas IKU terhadap tujuan dan
sasaran strategis Pemerintah Daerah.

(2) Reviu IKU Pemerintah Daerah untuk tujuan tertentu dapat
dilakukan terhadap hal :
a. tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian terhadap

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bima oleh Tim

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
ReformasiBirokrasi;

b. terdapat perubahan arah kebijakan Pemerintah Kot.a
Bima dalam menentukan arah pembangunan; dan

c. terdapat perubahan program dan kegiatan yang secara
output dan outcome sebagai pendukung capaian TKU.

(3) Reviu IKUPemerintah Daerah dan PD dilaksanakan oleh tim
yang ditetapkan olehWalikota dari unsur lnspektorat, Bappeda

Litbang dan Sekretariat Daerah.

Pasa16

BABIV
PENERAPANDANREVIUIKU

(3) PD dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bima dalam

merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerja

utamanya wajib mengacu pada IKU Pernerintah Daerah yang

termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023 yang diatur

dalam Peraturan Walikota ini.

(4) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dati

Peraturan Walikota ini,



v

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR SCJ}

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

Diundangkan di KotaBima
pada tanggal I~ ctguS\:.l)C" 2019

Ditetapkan di KotaBima
pada tanggal '9 Cl9u~bu~ 2019

\. v..rALIKOTA BIMA, ~

~4 MUHAMMAD LUTFI

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
KotaBima,

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal8

Tahun 2019 Nomor 462), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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